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ABSTRAK

Dalam  perjanjian  pinjam-meminjam  berbasis teknologi  finansial ~(fintech), debitur
mengalami  penagihan yang intimidatif, pengenaan bunga yang tidak wajar, dan
penyalahgunaan data pribadi debitur. Jenis penelitian ini normatif, dengan jenis dan sumber
bahan penelitian dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis
secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah,
fintech berbentuk aplikasi (platform) yang mana kreditur dan debitur dipertemukan oleh
Penyelenggara fintech sebagai market place secara online mencakup perjanjian antara
kreditur dengan Penyelenggara dan perjanjian antara Penyelenggara dengan debitur.
Penyelenggara mendapatkan persentase fee dari debitur, dan kreditur memberikan kuasa
kepada Penyelenggara untuk mengelola dan menyalurkan dana. Bentuk dan proses
perlindungan hukum yang adil atau proporsional terhadap debitur dan kreditur adalah :
bagi debitur pengenaan bunga tinggi apabila tidak diperjanjikan, dapat melaporkan
Penyelenggara ke OJK untuk dikenakan sanksi administratif. Penagihan intimidatif dan
penyalahgunaan data pribadi oleh oknum debt collector, maka ketentuan pidana dalam
KUHP dan UU ITE berlaku tetapi tidak menggugurkan hutang debitur; terhadap kreditur
yang mengalami kerugian dapat melaporkan Penyelenggara ke OJK sebagai penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan selain menuntut berdasarkan ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata. Pengaturan pengawasan OJK terhadap fintech didasarkan pada UU ITE; UU
OJK; PBI No. 19/12/PBI'2017; POJK No. 77/POJK.01/2016; POJK No. 13/POJK.02/2018;
dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/KDK.01/2016. Bentuk pengawasan secara
represif adalah pemberian sanksi denda dan pencabutan izin operasional Penyelenggara.
Secara preventif : permohonan pencatatan sebelum permohonan pendafiaran wajib bagi
Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan fintech; Penyelenggara diuji dalam
regulatory sandbox; Penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan mandiri;
pembentukan asosiasi penyelenggara oleh OJK; dan pengawasan diatur dalam pasal-pasal
tersendiri antara lain mengenai pengawasan mencakup prinsip pengawasan berbasis risiko,
teknologi, dan disiplin pasar; Penyelenggara terdaftar wajib menerapkan program anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan konsumen;
dan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Kata Kunci  :Debitur, Kreditur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perjanjian Pinjam
Meminjam, Perlindungan Hukum, Teknologi Finansial (Fintech)
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ABSTRACT

In a loan agreement based on financial technology (fintech), the debtor experiences
intimidating billing, imposition of unreasonable interest, and misuse of the debtor's personal
data. The results of this study is, fintech is in the form of an application (platform) where
creditor and debtor are brought together by fintech organizer as an online market place
including agreement between creditor and provider and agreement between provider and
debtor. The organizer gels a percentage fee from the debtor, and the creditor gives the
authority to the organizer to manage and distribute the fund. The form and process of legal
protection that is fair or proportional to debtor and creditorare : for debtor to charge high
interest if not agreed, can report the organizer to the OJK to be subjected to administrative
sanction. Intimidative billing and misuse of personal data by individual debt collector, the
criminal provision in the Criminal Code and ITE Law are applied but do not abort the
debtor's debt; the creditor who suffers a loss may report the organizer to the OJK as a
dispute resolution outside the Court in addition to suing based on the provisions of Article
1365 of the Civil Code. OJK's supervision of fintech is based on ITE Law; OJK Law; PBI No.
19/12/PBI’2017; POJK No. 77/POJK.01/2016; POJK No. 13/POJK.02/2018; and OJK
Board of Commissioners Decision No. 01/KDK.01/2016. The repressive form of supervision
is the sanction of fines and revocation of the operational license of the organizer.
Preventively : request for recording before the application for registration is mandatory for
organizer who will or have carried out fintech activities; The organizer is tested in a
regulatory sandbox; the organizer is obliged to apply the principle of independent
monitoring; formation of organizing associations by OJK; and supervision regulated in
separate articles, including but not limited to supervision including risk-based supervision
principles, technology and market discipline; registered organizer must implement anti-
money laundering and prevent terrorism funding program in the consumer financial service
sector; and the establishment of a Task Force for Handling Alleged Unlawful Acts in the
Field of Community Fund Collection and Investment Management.

Keywords: Creditor, Debtor, Financial Services Authority (OJK), Financial Technology
(Fintech), Legal Protection,Loan Agreement
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan  nasional merupakan upaya pembangunan  yang
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak
cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta
system keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang
ekonomi, termasuk Perbankan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang
semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat
menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,
perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan
tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga
diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga
intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat
menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu,
diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya
mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan

sistem Perbankan secara menyeluruh.



Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat
dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah,
dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan
(agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
taraf hidup rakyat banyak.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal langka 2 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kerdit dan atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri
keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi
masyarakat di era globalisasi saat ini, dalam rangka mendukung pertumbuhan
lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih
berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu
negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di
bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga

penunjang lainnya. Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam

! Djumhana Muhamad, 2012, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, him. 18.



meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara
berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator
perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagali
instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi
Pinjaman.?

Dewasa ini lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai
akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini
tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam
sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan.
Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-
lembaga keuangan itu sendiri. Perkembangan tersebut juga telah ditunjang dengan
perkembangan sistem informasi elektronik.

Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang
segala aktivitas kehidupan manusia saat ini. Pemanfaatan teknologi digital di
Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor,
salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan
perdagangan online atau e-commerce. Namun, dampak dari semakin pesatnya
perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah di industri
perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai

dengan hadirnya financial technology (fintech).®

2 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, Hukum Perbankan,Jakarta : Sinar
Grafika, hlm. 39.

3 Ernama, Budiharto, Hendro S, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” Diponegoro
Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), him. 1-2.



Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial.
Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia
mendefinisikan fintech sebagai innovation in financial service atau inovasi dalam
layanan keuangan fintech yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial
yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech
ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan
dan pembanding produk keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan yang bergerak di
bidang fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Beberapa
perusahaan fintech yang terdaftar di Indonesia saat ini misalnya Danamas,
Modalku, Dana Cepat, UangTeman, Amartha, TunaiKita, dan sebagainya.’

Layanan keuangan digital atau financial technology dilaksanakan dengan
berlandasan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan
Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam aturan tersebut,
OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman
dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut peer to peer lending (P2P
lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen
terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait
pencegahanpencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem
keuangan.

Untuk menyelenggarakan bisnis P2P Lending, OJK juga mengharuskan

kepemilikan modal minimal Rp. 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah

*Ibid, him. 2.



mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut sudah harus naik hingga mencapai
Rp.2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan
nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp.2 miliar dengan mata uang
rupiah.

Pengaturan tentang hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Buku 11l
Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan, mulai dari Pasal 1233 sampai dengan
Pasal 1864. Kata “perjanjian” dan “perikatan” merupakan dua istilah yang dikenal
dalam KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata, memberikan definisi perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan perikatan, sekalipun dalam
KUHPerdata tidak secara tegas mendefinisikannya, tetapi dalam Pasal 1233
KUHPerdata dinyatakan bahwa perikatan, selain lahir dari undang-undang,
juga lahir dari perjanjian. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu
merupakan perjanjian, sedangkan suatu perjanjian sudah pastimerupakan suatu
perikatan.®

Perjanjian pinjam meminjam dalam hukum perdata merupakan bagian dari
suatu perikatan. Dalam hal pinjam meminjam tidak disebut dalam KUHPerdata,
akan tetapi ada yang disebut dengan pinjam pakai habis. Menurut Pasal 1754
KUHPerdata, pinjam pakai habis merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang kepada pihak lain,

dengan syarat pihak lain ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan

5 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta :Intermasa, him. 1.



mutu yang sama pula sesuai dengan apa yang ia pinjam. Selanjutnya dijelaskan
dalam Pasal 1755 bahwa, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak
barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun
maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam.

Dalam perihal peminjam uang, utang yang terjadi hanyalah terdiri atas
jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Apabila sebelum pelunasan
pinjaman, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran atau ada perubahan mengenai
nilai tukar kurs mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus
dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu perlunasan, dihitung
menurut harganya yang berlaku saat itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1756
KUHPerdata bahwa: Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri
dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi
nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang
lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang
yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung
menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan
fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang
di jalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi
risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan,
sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan
oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.



Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan,
antara lain:

1.  meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan
transaksi keuangan secara online;

2. Fintechdianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan

konvensional yang lebih kaku;

Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;

Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha

start—up; dan

5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri Fintech
berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media
bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).®

How

Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam Fintechmembuat
tumbuh banyak perusahaan Fintech di Indonesia. Akan tetapi, apabila melakukan
pinjam meminjam uang dalam bank konvesional, bank memiliki lebih banyak
persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk pencairan dana. Dibandingkan dengan layanan pinjam meminjam secara
Peer to Peer Lending ini menjual kecepatan dan kemudahan di era
digital.Ketika sebuah platform P2P lending memiliki Pemberi Pinjaman, maka
mereka siap memberikan pinjaman. Langkah yang perlu diikuti biasanya tertera
lengkap di website, terutama karena aktivitas platform P2P lending mayoritas
dilakukan secara online.

Maraknya platform pinjaman online berbasis aplikasi, dapat mempermudah
masyarakat untuk meminjam melalui kecanggihan teknologi. Kendati demikian,
menurut laporan masyarakat yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Jakarta, platform pinjaman online atau pinjol ini telah melanggar hukum yang

®Tim Jurnalistik Legalscope, 2017, “Perkembangan Fintech di Indonesia”, dikutip pada
laman website : https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/, diakses tanggal 2
April 2019.



https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/

ditetapkan. Menurut LBH, sekitar 283 korban pinjaman online telah mengadukan
berbagai bentuk pelanggaran hukum. Mengutip situs web resmi LBH Jakarta,
kasus pinjaman online sudah meluas sejak Juni 2018, salah satunya adalah cara
penagihan pinjaman online kepada konsumen yang tidak dipatut dilakukan.’

Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Jakarta mendapati temuan awal
sebagai berikut:

1. Penagihan dengan berbagai cara mempermalukan, memaki,
mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual,

2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel
konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-
lain);Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;

3. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan
lain-lain) ditelepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;

4.  Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu;

5. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak
selalu tersedia;

6.  Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak
jelas;

7. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan
kepada konsumen/peminjam selama berhari-hari namun bunga
pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.®

Sebagai contoh kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pinjam meminjam
online adalah sebagaimana dialami oleh Agustin Cahyani, 23, meminjam uang di
salah satu aplikasi pinjaman online. Meski meminjam Rpl1,8 juta, uang yang
diterimanya hanyalah Rp1,3 juta dengan berbagai potongan administrasi dan dia
kemudian harus mengembalikan Rp1,9 juta. Namun pinjamannya sebesar Rp1,8
juta pada akhir September 2018 lalu yang seharusnya jatuh tempo dalam 13 hari

belum bisa dibayarnya.

"Vivi Hartini, “Dampak Buruk Pinjaman Online, Bikin Konsumen Trauma hingga Ingin
Bunuh Diri”, dikutip pada laman website : https:// www.liputan6.com/tekno/read/36863
08/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri, diakses
tanggal 4 April 2019.

8Ibid.,




Akibatnya pihak penagih telah menyebar informasi tentang pinjaman
mereka ke orang-orang di daftar kontak telepon suaminya. Salah satu konsekuensi
dari penyebaran itu, suami Agustin dikeluarkan dari toko tempatnya bekerja. Saat
data suaminya disebar, Agustin kemudian berusaha beberapa kali menghubungi
nomor yang melakukan penyebaran tersebut, dan dia dibalas dengan kata-kata
kasar. Dia mengatakan bahwa telah meminta agar uangnya diambil di rumah dan
agar nama baik suaminya dikembalikan. Namun Kkini nomor Agustin diblok oleh
si penagih utang.

Proses penyebaran data yang dialami Agustin merupakan salah satu cara
penagihan yang dilakukan oleh para penagih utang pinjaman online, dan termasuk
banyak dikeluhkan oleh para pelapor ke posko pengaduan pinjaman online yang
dibuka oleh LBH Jakarta sejak 4 November lalu, menurut pengacara publik
Jeanny Silvia Sari Sirait.®

Berdasarakan uraian singkat tersebut di atas, tergambar bahwa
perkembangan teknologi yang mendorong tumbuh berkembangnya pinjaman
online tidak hanya memberikan dampak yang bersifat positif saja, namun
demikian sistem pinjam meminjam online tersebut juga telah menimbulkan
dampak negatif, baik bagi kreditur sebagai pemberi pinjaman maupun bagi

debitur sebagai pihak yang meminjam.

%Kornelis Kaha (Kontributor BBC.com), 2018, “Pinjaman online dan Penyebaran Data
Nasabah : Aksi Rentenir Digital”, dikutip pada laman website :https:// www.bbc.com/indonesia/
trensosial-461 07193, diakses tanggal 15 Juni 2019.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis
teknologi finansial (Fintech)?

2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum berbasis asas
proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam
meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech)?

3. Bagaimana pengaturan pengawasan OJK terhadap pelaksanaan perjanjian

pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech)?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.  Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam
berbasis teknologi finansial (Fintech);

2. Untuk menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum berbasis asas
proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam
meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech); dan

3. Untuk menganalisis pengaturan pengawasan OJK terhadap pelaksanaan

perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech).
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik

secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

hukum dalam pengembangan ilmu hukum perbankan dalam perjanjian

pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech).

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam berbasis

teknologi finansial (Fintech), yaitu:

a)

b)

d)

Bagi kreditur, diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan
sebagai referensi bagi kreditur tentang pelaksanaan perjanjian
pinjaman meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech).

Bagi debitur, diharapkan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan
perjanjian pinjaman meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech)
serta perlindungan hukum debitur.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan hasil penelitian ini
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan pengawasan OJK
terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam berbasis
teknologi finansial (Fintech).

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai bahan referensi oleh masyarakat calon debitur dan masyarakat
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lainnya untuk memahami tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman

meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech).

E. Kerangka Teori
1.  Teori Keadilan

Tujuan hukum yang pertama dan paling utama adalah keadilan. Keadilan
hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan
oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut
merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini
seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam
kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya,'® sehingga
diskursus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat hukum.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam
mengutamakan the search for justice.!* Terdapat macam-macam teori mengenai
keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan
kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

John Rawls menjelaskan bahwa inti dari teori keadilan sosial adalah the
difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the
difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur
agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang

beruntung.  Sementara  itu, the principle of fair equality of

10 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (diterjemahkan oleh Raisul
Muttagien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, him. 239.

11 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII, (diterjemahkan oleh
Muhammad Radjab), Kanisius, Yogyakarta, 1995, him. 196.
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opportunitymenunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang
untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang
harus diberi perlindungan khusus.*?

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama
sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan, Rawls
berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip
utilitarisme, orang-orangnya akan kehilangan harga diri, disamping itu juga
pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Sehingga menurut Rawls,
situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga
paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.

Hal ini akan tercapai kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi
ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling
lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan
untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang
kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua
orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama
besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang
berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus
ditolak.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar
masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal

utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-

2John Rawls, A Theory of Justice. Teori Keadilan, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan
Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, him. 30.
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orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus
diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap
kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-
institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan
harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-
kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Keadilan substantif di dalam Black’s Law Dictionary 7th Edition dimaknai
sebagai: Justice Fairly Administered According to Rules of Substantive Law,
Regardless of Any Procedural Errors Not Affecting The Litigant’s substantive
Rights,'® artinya keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum
substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak
berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja
disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian
sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil
dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran
prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu
mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif
berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa
keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang

sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

13 Black’s Law Dictionary, 7™, Edition, him. 869.
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Hanya satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap
hukum dan penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan yang bukan hanya
untuk dikata-katai dengan kalimat-kalimat sloganisti, melainkan keadilan yang
benar-benar mampu disaksikan dan dirasakan oleh mata telanjang dan mata hati
setiap warga masyarakat. Prinsip bukan manusia untuk hukum, melainkan hukum
untuk manusia, harus diwujudkan. Apabila ini dipedomani hukum yang dibentuk
akan memberikan keadilan terhadap masyarakat dimana hukum tersebut
diberlakukan.

Takaran keadilan itu sendiri adalah relatif. Definisi tentang apa yang disebut
dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila
keadilan itu susuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan
merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum
sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian)
dan ketertiban dalam masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang
berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang
Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan
suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut
didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab

(sila ke-2 Pancasila). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang

14.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedupuluhenam, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 1996, him. 3.
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berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil
terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.®

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus
terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu: keadilan
distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, kedilan legal
(keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan
perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu
hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.®

Keadilan hukum berbicara tentang penghukuman pelaku kejahatan.
Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara
merdeka. Keadilan yang bisa diperoleh melalui pengadilan formal di mana saja
disebut keadilan hukum. Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang
sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap
tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan
untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang
dalam bahasa sehari-hari disebut kejahatan maka harus dilakukan pengadilan yang
akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang
yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian
kesamaan dan membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan
kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia

sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang

15 Notonagoro, Pancasila secara llmiah Populer, Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1975,
him. 13.
®1bid.
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dimaksudkan ketika mengatakan semua warga negara sama di depan hukum.
Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.!’

Upaya mencapai keadilan seperti dimaksudkan Aristoteles yaitu Keadilan
korektif yang bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut dengan
menggunakan instrumen hukum. Hukum tersebut haruslah menjadi pedoman
bertingkah laku masyarakat. Sebagai landasan berfikir dikemukakan bahwa
hukum dibentuk adalah untuk masyarakat, bukanlah sebaliknya masyarakat yang
terbentuk adalah untuk hukum. Oleh sebab itulah hukum di Indonesia idealnya
harus berdasarkan keadilan yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada tataran normatif nilai-nilau
tersebut terangkum dalam sila-sila Pancasila.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan  hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan bahasan ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M
Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum
dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

17 Carl Joachim Friedrich, op cit, hlm. 24.
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manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat
tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara
anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.*®

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan oleh hukum.'® Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon
bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan resprensif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di
lembaga peradilan.?® Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan 1.B Wysa Putra
bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan

antipatif.?

18 Satjipto Raharjo,llmuHukum, PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 2000,him. 53.

Blbid, him. 69.

2lbid, him. 54.

2L Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra dalam Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi,
Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum
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Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-
tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan
hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai
dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk
yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam
rangka menegakkan peraturan hokum.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan
pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam
perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:?2

a.  Letthe buyer beware (caveatemptor)

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar
dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi
bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat
seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini
mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak
mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap
barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan

konsumen atau ketidak terbukaan pelaku usaha terhadap produk yang

di Indonesia, Jurnal Normative VVolume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, Universitas
Andalas, Padang, 2017, him. 1.

22 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta,2006,
him.61.
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ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian,
maka pelaku usaha dapat berdalih bahwakerugian tersebut akibat dari
kelalaian konsumen sendiri.
b.  The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban
untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa.
Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat
dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka
dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada
hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai
dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa
yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya
atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka
diwajibkan mebuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
c.  The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara
mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak
dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian
konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang
lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat

perjanjian saja.
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4.  Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan
masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa
Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal  dengan istilah
contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata
yang menentukan bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu
pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan
hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang
berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua
belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya
paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan perikatan (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari
perikatan perjanjian sebab dalam Buku Il itu, diatur juga perihal hubungan
hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian,
yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum
(onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan
kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming)
tetapi, sebagian besar dari buku Il ditujukkan pada perikatan—perikatan yang
timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan

kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat perjanjian
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harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam hukum Belanda, yaitu disebut
overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.
Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada
orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.

Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan
masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang
dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi
tersebut.?® Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai
perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: Suatu perjanjian adalah suatu
hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang  memberikan
kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan  sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.?* Pengertian kontrak
atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan
definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau
perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.

23 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cetakan Pertama,
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him.4.

24 SyahminAK, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
him.1.
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5. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata control adalah pengawasan,
pemeriksaan. Jadi kalau kata mengkontrol berarti mengawasi, memeriksa.?®
Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai
pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti
sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan
tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.2®

Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan
pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untukmenjamin dan mengarahkan
agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya. Sementara
itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemenkarena
pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry
Fayol menyebutkan : “control consist in verifyingwether everything occur in
conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle
estabilished. It has for object to point out weaknesses in errorin order to rectify
then and prevent recurrance”.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan
suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan kesalahan yang akan

%5 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka,
1984, him. 521

% Sujamto, Beberapa pengertian dibidang pengawasan, jakarta, Ghalia Indonesia, 2003,
him.17
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dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut
terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan
adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan
tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.?’
Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih
bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika
ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat
dilihat dari beberapa segi yakni :
1.  Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
2. Disiplin sebagai kontrol diri;
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.Kontrol tidak terbatas pada
prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan

keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam
penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan
diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan
abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.?® Untuk menghindari kesalahan persepsi,

maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

27 Sirajun dkk.2012. Hukum Pelayanan Publik. Malang ; Setara press. him126
28 Soetandyo Wignjosobroto, 2002, Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-
Masalahnya, Jakarta : Huma, him. 26.
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1.  Asas Proporsionalitas, merupakan asas yang diangkat dan dikembangkan
dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong
menolong, dan kekeluargaan.??Agus Yudha Hernoko mengemukakan yang
pada intinya bahwa dalam kontrak komersial harus menempatkan posisi
para pihak pada kesetaraan dengan adanya pertukaran hak dan kewajiban
secara fair(proporsional).®® Selain itu, ia juga menegaskan bahwa untuk
mencari makna azas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari
makna filosofi keadilan.3* Seperti menurut Avristoteles, menyatakan bahwa
prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama
juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.®?Sedangkan John Rawls
memberikan kriteria pembagian proporsional yang menekan pada prinsip
hak yang berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan.3

2.  Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan
menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar
kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang
memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang
debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses

koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta

2Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, him. 361.

%Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak
Komersil, Yogyakarta :Laksbang Mediatama, him. 70.

31bid.

32 Aristoteles, dikutip dalam : Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit
Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 108.

3 John Rawls, A Theory of Justice, terjemahan dari : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,
2006, TeoriKeadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 15.


https://id.wikipedia.org/wiki/Hutang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
https://id.wikipedia.org/wiki/Agunan
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milik debitur untuk memaksa pembayaran.**Menurut ketentuan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang
mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya
dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Kreditur, adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah)
yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau
layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam
bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua
tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak
kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.®*Menurut Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur adalah orang yang
mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat
ditagih di muka pengadilan.

4.  Perjanjian pinjam meminjam pengaturannya terdapat dalam buku Il bab
X1 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata merumuskan definisi perjanjian
pinjam meminjam yaitu :

“Perjanjian pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pohak
yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang
barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian,

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan
dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

3 Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, Kamus Istilah Perbankan, Jakarta : Atalya
Rileni Sudeco, him. 118.
®lbid., him. 331.
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Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata di atas menunjukkan bahwa
seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada
pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai
dengan persetujuan yang disepakati.>®

5.  Teknologi Finansial (Fintech), menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial, adalah penggunaan teknologi dalam sisten keuangan yang
menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta
dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,
dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

pembayaran.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi
produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum,
dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang

diteliti.*” Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban

%6Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Pinjam Meminjam, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, him. 10.

37 Johny lbrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang :
Bayumedia, him. 47.
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secara holistik®® dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.*® Oleh
karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,
menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan perlindungan
hukum yang berbasis asas proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam
perjanjian pinjam meminjam fintech.
2.  Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-
aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,*® untuk memperoleh deskripsi
analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum yang berbasis
asas proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam
meminjam fintech. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan
bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara
suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-
undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-

undang.*

3pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan
konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada
bagian-bagian yang membentuknyaLihat :Husain Heriyanto, 2003, Paradigma Holistik; “Dialog
Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead”, Jakarta : Teraju, him. 45.

Fbid.

40Johnny lbrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 111, Malang :
Bayumedia Publishing, him. 302.

4lpeter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, hlm. 93.
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b.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan
sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang dihadapi.*> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan
perlindungan hukum yang berbasis asas proporsional terhadap debitur dan
kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam fintech.

c.  Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan
antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain*®, sehingga dapat
diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat
membantu dalam proses analisis perlindungan hukum yang berbasis asas
proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam

meminjam fintech.

“1bid., him. 95.
43p. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka
Cipta, him. 96.
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d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum.**

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.*® Untuk
memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber
hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.*
a.  Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
1.  Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2.  Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
3. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

a)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

44Johnny Ibrahim, Op. Cit., him. 304.

“Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup
yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum
dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 122.

4 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum
sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.Disamping sumber-sumber penelitian yang
berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan
bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai IImu Politik,
Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-
jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan
non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai
penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 143-144.
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI1/2017 Tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan; dan

peraturan pelaksana/operasional lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara

lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,

ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu
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hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan
dan mutakhir.*’
4.  Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperolen melalui studi
kepustakaan“®terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer,
bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun,
dianalisa, dan dilakukan Kklasifikasi.
b.  Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan
melakukan inventarisasi dan sistematisasi*® terhadap peraturan perundang-
undangan yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum yang berbasis
asas proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam
meminjam fintech. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi
kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang
didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan

hukum tertulis.

4’Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him.144.

48Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya
dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia
Indonesia, cet.ke-5, him. 27.

49GQystematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, him. 147.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,
yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif
sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.>® Analisis
kualitatif digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum yang berbasis asas
proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam
fintech, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta
menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.>!
6.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir
deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus.>? Dalam penarikan kesimpulan dengan logika
berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses
yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum
yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian
dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang
dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

hukum.>3

%lbid., him. 127.

S1Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian
bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai
tujuan dari penelitian ini.

S2Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., him. 8.

S3Bambang Sunggono, Op. Cit., him. 120.
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